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I:\TI S .. \Rl 

Tc:rtih :\dministrasi 1\::rumahan s-:hagai salah safu sasaran pembangunan 

bidang p..::rtanahan sampai s..::l-;arang b..::lum dapat dilal-;sanakan sccara menyeluruh dan 
tcqJaclu bail-; okh p..::m..::rint:d1 maupun 111:1s�·arakal. Hal ini dibrenakan tertib 

administrasi p..::r t ;mah:lTl bubn hanya m..::rupabn t-ugas clan tanggung jawab 
pem�rintah sa_ia l�lapi m..::m�rlukan pcran aktif dari masyarakat sebagai pemilik, 

penguasa dan pengguna tanah. L nruk itu dcngan adanya pemberian sertifikat hak 
milif,; alas tanah diharapkan tnasyarakat dapal kbih ikut betveran aktif dalam 

m..::wujudkan t..::rtib administrasi p..::rlanahan. 
P..::n..::liti:m ini m..::nggun:1kan m..::tock d..::skriptif� yang bcrtujuan unruk 

mengetahui tingkat pelaksanaan dan kendala-kendala yang dihadapi dalam upaya 
mewujudkan tertib aclministrasi pe11anahan eli Kantor Pertanahan Kabupaten Brebes. 

Lokasi pc:nditian y:mg digunakan adalah Kantor Pertanahan Kabupaten Brebes, 
tkngan mcngambil samp..::l pegawai �·:mg ada eli Kantor Pertanahan Kabupaten 

Brc:b�s khususnya yang m..::nangani masalah p..::mberian sertipikat hak milik atas 
tanah. Data yang diperlul\an meliputi data primer clan data sekunder yang 

dil-;umpu lkan mcl:llui studi kepustakaan . observasi, dokumentasi, wawancara dan 
1-:uesioner yang di:malisis s..::�.:ara tabulasi dalam bentuk prosentase dan uraian. 

Berdasarkan data yang diperoleh. setelah dianalisis dapat diketahui bahwa 

Pelaksanaan tertib aclministrasi pe11anahan eli kantor pe11anahan kabupaten brebes 

belum dilaksanakan sc:p�nulmya, namun secara kriteria yang digunakan 

pelaksanaarmya cukup baik, clengan perincian sebagai berikut unruk indikator 

Administrasi lt:ngkap dan rapi tingkat pelaksanaannya adalah sebesar 75,5% dengan 
kriteria cukup baik, untul\ indikator Prosedur pelayanan cepat tingkat pelaksanaanya 

aclalah seb�sar 7-L 7°o dengan kriteria cukup baik, unruk indikator Penyuluhan hukum 
tentang aktivitas atas tanah tingkat pelaksanaanya aclalah sebesar 74,8% clengan 

kriteria cukup baik dan untuk indikator Sumber daya manusia tingkat pelaksanaanya 
adalah sebesar 74,4�·() clengan kriteria cukup baik. 

Secara keseluruhan clari berbagai macam inclikator yang mempakan bagian 

dari lt;rlib administrasi pert.anahan, pelasanaan tertib administrasi di Kantor 
Pertanahan Kabupat�n Brebes apa bila clirata-rata termasuk dalam kriteria cukup baik 

dengan kata lain clapat disimpulkan bahwa tingkat pelaksanaan tet1ib administrasi 

pertanahan eli kantor pertanahan kabupaten brebes adalah cukup baik. 
Adapun kendala-kendala yang dihadapi dalam upaya untuk mewujudkan 

tertib administrasi pertanahan eli Kantor Pertanahan Kabupaten Brebes adalah 

kurangnya sarana dan kuantitas pegawai. Meskipun demikian ada upaya-upaya yang 

ditempuh dalam mewujudkan pelaksanaan tettib administrasi pertanahan di Kantor 
Pertanahan Kabupalen Brebes yaitu dengan peningkatan kualitas pegawai, 

trans aransi pelayanan umum. oenvuluhan hukunL oenambahan nrasarana dan 
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BABI 

PENDAHLTLU.L\J'\1 

A. Latar Belakang .. 

Tanah merupakan bktor yang penting bagi k...::hidupan manusJa. sebab eli 

atas tanah itulah segala aktiYit3s J.:ehidupan manusia berlangsung. Selain itu juga 

salah satu fungsi tanah dalam kehidupan masyarak;:Jt dapat dinilai sebagai simbol 

status bila dipandang dari segi ckonomis. 

Dapat kita maklumi bersama bahwa soal tanah di Indonesia merupakan hal 

yang sangat kompleks dan menyangkut banyak segi kehidupan mas:yarakat 

sehingga soal tanah t idak dapat dipisahkan dari keh;dupan manusia clalam 

melaksanakan pembangunan. 

Bagi negara Indonesia yang sedang giat-giatnya melaksanakan 

pembangunan di segala biclang, maka bumi, air dan ruang angkasa vanv - � 

merupakan modal clasar pembangunan, pemanfaatan dan pengelolaannya harus 

dapat ditangani secara sungguh-sun�vuh sehingga benar-benar dapat mewujudkan 

kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. 

Landasan konstitusional arah dan kebijakan pembangunan bidang 

pertanahan di Indonesia pada intinya bersumber pada Undang-Undang Dasar 
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terkandung didalarrmya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besar 

Berdasad.an !andasan konstitusional ini maka telah disusun Undang-

Undang no. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok . .u.grari.a ((JlTPA) 

yang diundangkan pada tanggal 2-l September 1960, Lembaran Negara tahun 

1960 no. 10-+ yang merupakan alasan pelaksanaa n  keagrariaan eli Indonesia, 

antara lain untuk melaksanaka n  pcndaitaran tanah dan pemberian sural tanda 

bukti hak atas tanah bagi seluruh rakyat Indonesia. Ketentuan tersebut diatur 

dalam pasal l 9  ayat (1, 2 ,3) UUPA y:mg berbunyi sebagai berikut : 

1. Untuk me11iamin kepastian hukum oleh pernerintah diadakan Pendattaran 
Tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan yang diatur 
dengan Peraturan Pemerintah. 

2. Pendaftaran terscbut dalam ayat ini meliput i : 

a. Pengukuran, pemetaan dan pembukuan tanah. 
b. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak. 
c. Pemberian surat-surat tancla bukti hak yang berla ku sebagai alat 

pembuktian yang kuat. 
3. Pendaftaran tanah diselenggarakan dengan mengingat keadaan negara dan 

masyarakat, keperluan lalu lintas sosial ekonomi serta kemungkinan 
penyelenggaraan menurut pertimbangan Menteri Agraria. 

Adapun Peraturan Pemerintah (PP) sepet1i yang dikehendaki oleh UlJP A 

adalah Peratutaran Pemerintah no.lO tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah yang 

kemudian karena dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan jaman 

maka diganti dengan Peraturan Pemerintah no. 24 tahun 1997 tentang 
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atas tanah kepada setiap pemegang haYJlya, yang dalam Peraturan Pemerintah 

tersebut disebut sertipikat. 

Tetapi clalam kt:nyataam1ya masil1 banyak hambatan-hamba!:m da!am 

mewujudkan penataan pemilikan tanah yaRg disebabkan oleh pelaksanaan 

kesadaran dan kemampuan par:l aparat pertanahan yang menangani urusan 

pelayanan !<:c:pada masyaraka! , 1.-'Jmsusnya pe layanan yang bt:rhubungan dt:ngan 

pensertipikatan hak atas tanah, sehingga tidak mendorong para pernilik tanah 

untuk mensertipikatkm tanahnya. 

Sebelumnya sejak Repelifa III telah ditetapkan kebijaksanaan pokok di 

hidang pertanahan yaitu Catur Tertib Pcrtanallan yang meliputi : 

1. Tertib Hukum Pertanahan. 

2. Tertib ll.dministrasi Pertanahan. 

.. 3. Tertib Penggunaan Tanah. 

4. Tettib Peme!iharaan Tanah dan Lingkungan Hidup. 

Gambaran Catur Tertib Pertanahan sebagaimana yang tercantum dalam 

Keputusan Presiden Nomor 7 tahun 1979 adalah : 

1. Tertib Hukum Pe1tanahan 

Y aitu terciptanya suatu kondisi sadar hukum di kalangan masyarakat yang 

mengetahui hak - hak dan kewajibarL•1.ya dalam hal penguasaan, pemilikan 
dan penggunaan tanah, terciptanya persepsi yang sama tentang huh'Um 

pertanahan baik dikalangan aparatur pemerintah, penegak hukum maupun 
--.-.. ... -r�._..-1. -.4-1�---



apabila diperlukan. aman dan mudah dipantau. sehingga kemungkinan 
tumpang tindih dapat dihindari. 

3. Tertib Penggunaan Tanah 
Yaitu terselenggaranya proses penggun aan tanah berencana . schingga setiap 

bidang tanah dapat memberilan manfaat �ecara optimal dan serasi serta 
diusahakaPJdigarap secara efisien dan seimbang dengan tetap menghonnati 

hak- l1ak lnasyarak_at secJr:: proporsionJ!. 
4. Tertib Pemeliharaan Tanah cbn Li.'1gkungan I-Udup 

Yaitu terselenggaranya sistetn pernarJ�1Jtan tan ;�h yang rr1emperl1atik��n dan 
melaksanakan upaya pencegJhan kerusakan tJnah, peningkJt:m kesuburJn 

tanah serta menjaga ke!estarian sumbcr day;t a!am dan !ingkungan.11ya.(Badan 

Pertanahan 4 asional, 1997: 280-281) .. 

r.::.eempat tertib tersebut mempakan pedoman bagi penyeleng�:lraan tugas -

tugas pengelolaan dan pengcmbangan aclrni_nistrasi pertanaban �-ang sekaligus 

merupakan gambaran tentang kondisi atJu sasaran yang ingi...-1 dicapai dalam 

pembangunan bidang pertanah an yang pdaksanaanya dila�5anakan seGara 

bertahap . 

Sehubungan dengan itu pemerintah scbagai pihak yang berwenang untuk 

mengatur penggunaan tanah sesuai clengan ketentuan UlJP A di..rnana penguasa 

tertinggi atas tanah ada!ah negara, mengeluarkan suatu kebijakan operasiona! 

mengenai pengurusan tanah yang ditetapkan dalam TAP �1PR NO. II Tahun 1998 

_ tentang Garis- Ga1is Besar Haluan Negara (GBHN) yang terc antum dalam bab 

IV huruf f bidang pertanahan yang terdapat pada sektor 19 antara lain : 

"Kelembagaan pertanahan disempumakan dalam rangka meningkatkan 
pelayanan yang makin sederhana dan efisiensi demi tenvujudnya sistem 
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Berkaitan dengan hal itu rnaka agar pernanfaatan tanah dapat rnernbantu 

usaha meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui pemilikan tanah, sangat 

diperlukan adanya pemberian sertipikat hak rnilik atas tanah, sehingga dapat 

menunjang tenvujudnya tertib administrasi pertanahan, langkah-langkah yang 

diarnbil adalah antara lain dengan pelaksanaan pernberian sertipikat yang lancar 

dan murah, peningkatan disiplin dan kemampuan pegawai dengan cara 

rnernberikan pernbinaan terhadap aparat pertanahan. Sehingga apabila tertib 

administrasi pertanahan dapat terwujud diharapkan akan dapat memperlancar 

setiap urusan yang menyangkut tanah dan sekaligus menunjang pelaksanaan 

pembangunan. 

Menurut Joko Walijatun (1997 3) kegiatan pengelolaan dan 

pengembangan administrasi pertanahan meliputi : 

a. Penyempumaan sistem dan peningkatan pelayanan keagrariaan/pe1tanahan 
untuk kepentingan masyarakat, instansi pemerintah dan pembangunan. 

b. Meningkatkan rnanajernen informasi pertanahan untuk peningkatan pelayanan 
keagrariaan/pertanahan. 

c. Peningkatan pelaksanaan inventarisasi permasalahan untuk penetapan 
kebija ksanaan keagrariaan/pe1tanahan. 

d. Penyempumaan kelengkapan peraturan perundang-undangan agraria/ 
pertanahan . 

e. Pembinaan dan p-.:ngembangan aparatur, penyernpumaan tata cara kerja se1ta 
pt:ngadaan prasarana, sarana dan per lengkapan. 

f. Pembinaan dan pengembangan aparatur serta peningkatan kegiatan 
pendidikan dan lati.han guna mcwujudkan sumher daya manusia yang 
berkualitas . 

g. Peny-.:rnpumaan 1.:-.: lembagaan. tala cara ke1ja serta peningkatan kegiatan 
penelitian dan pcngemhangan guna mendukung pelaksanaan tugas-tugas 
k-.:agrariaan, pcrtanahan. 

h. P-.:ningkatan 1-:-.:giatan pen�·tlluhan dan bimbingan keagrariaan /pe1tanahan. 

Dengan diterapkan sistem aclministrasi pe11anahan yang kornprehensif. 
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sistem administrasi yang demikian adalah suatu produk yang memenuhi sasaran 

Catur Tertib Pertanahan. 

Badan Pertanahan Nasional (BPN) adalah lembaga non departemen yang 

berkedudukan di bawah dan benanggung jawab langsung kepada Presij:len. Badan 

Pertanahan Nasional merup:.� bn s:.�bh satu lembaga pemerintah y:mg menangani 

masalah pertanahan dalam h.:d tnengelob d.·m mengembangkan achninistrasi 

pertanahan. 

Untuk melaksanakan tugas tcrsebut maka bcrdasarkan Keputusan Kepala 

Badan Pettanahan. Tasional no. 1 1 tahun l 988 tent.ang Organisasi dan Tata I(erja 

Badan Pertanahan Nasif nal dan no. I t:-�hun 1989 tentang Organisasi dan Tata 

Kerja Kanwil Badan Pertanahan Nasiona l eli Pr pinsi dan Kantor Pert anahan 

Kabupaten dan Kotamaclya. struktur clan lata ketja Badan Pertanahan Nasional 

terbagai atas Badan Pertanahan Nasional Pusat dan Daerah, yakni Kantor wilayah 

Badan Pertanahan Nasional Propinsi dan Kantor pert�mahan 

Kabupaten!Kotamaclya. Badan Pertanahan Nasional Pusat bertugas sebagai 

pengambil keputusan sedang Kanwil Badan Pertanahan :.Jasional Propinsi clan 

Kantor Pertanahan Kabupaten!Kotamadya melak sanakan tugas operasional 

pelayanan. 

Kantor Pertanahan J:..:abupaten Brebes merupakan salah satu kepanjangan 

tangan dan ujung tombak Badan Pertanahan Nasional dalam rangka memberikan 
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Untuk rncngctahui hal-hal yang tdah dicapai dan yang belurn dapat dicapai 

diperluLm aclanya evaluasi, yaitu unruk mengetahui apakah pelaksanaan sasaran 

sudah mendekati pencapaian tujuan dan untuk menjamin tercapainya sasaran. 

Lntuk itu agar clapat menunjang terwuj udnya tertib administrasi pertanahan maka 

penerhitan set1ipib t harus sesuai dcngan peraturan perundangan yang berlaku. 

Hal ini scbdumnva bclum po.;mah clilakuk an penelitian eli Kantor Pertanahan 

Kabupaten Brebes . 

Berdasarkan hal-hal tersebut cliatas. maka penulis tertarik untuk meneliti 

dan rnenulis skripsi dengan mengambil judul "Pelaksanaan Tertib 

Administnlsi Pertanahan di [�antor Pertanahan Kabupaten Brebes Provinsi 

Jawa Tengah". 

B. Perumusan Masalah 

Kenyataan masih sermg dijumpainya masalah-masalah pertanahan yang 

menyangkut tertib administrasi dalam hal ini tertib administrasi pertanahan, 

dimana masih ada Kantor Pertanahan yang belum m elaksanakan dengan 

sepenuhnya peraturan-peraturan yang telah ditetapkan, adanya pemohon yang 

mendaftar tidak melalui prosedur yang ada tetapi melalui perantara, berkas 

permohonan tidak lengkap dan kenyataan masih banyak penguasaan tanah yang 

belum dil:mci:Jsi dP.ncr:-tn ::�ht h11lrti �'"nn- hPn·:u· 



8 

Berdasarkan ura1an tersebut di ata s  dan mgm mengetahui tentang 

pelaksanann tertib admi..�istrasi pertanal1Jn_ di fr �nt0r Pcrtanal1an Kabup�1te11 

Brebes, rnaka dapat dirumuskan permasa!ahan sebagai berikui : 

l. Bagaimanakah pe!aksanaan tertib Aclnii..'1istrasi Pertamhan eli Kantor 

Pert�nah.an :r<:abupaten Brebes ? 

2. Kencl1la-kendala dil1ac!api upaya mcwujud!Gm 

Administrasi Pe1tanahan eli ��an!or Perianahan Kahupakn Br-:bes ? 

C. Pem batasan lVIasa!ah 

pertanahan maka penulis membatasi hanya pada tcrtib aclminis!rasi pt:rtanahan 

yang bcrkaitan dengan pemberian sertipibt hak milik atas tanah yang berasa! cbri 

permohonan rutin yaitu pemberian sertipil-at hak milik atas tanah melalui 

pemwhonan hak atas tanah serta pengakuan hak dan penegasan hak dari data 

tahun 1997 - 2000 Juga kenclala-kendala yang dihadapi clala m melaksanakan 

tertib administrasi pertanahan di :Kantor Pertanahan Kabupaten Brebes. 



D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

/. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah : 

9 

a. Untuk mengetahui pelaksanaan tertib Administrasi Per1anahan di Kantor 

Pertanahan Kabupakn Brebes dalam kaitannya elengan pemberian sertipikat 

Ilak rvlilik t\tas Tanah. 

b. Untuk mengetahui kenelala-kendala yang elihadapi elalam melaksanakan Tertib 

Adrninistrasi pertanahan eli Kantor Pertanahan Kabupaten Brebes. 

2. K egu.naan Peneliti.an 

Dengan elilaksanakannya penelitian ini maka harapan penulis a dalah agar 

hasil penelitian ini elapat cligunakan sebagai : 

a. Masukan berupa pengetahuan bagi siapa saja yang membutuhkan, terutama 

bagi aparat Pertanahan. 

b. Bahan tambahan yang elapat dijaclikan sebagai pembanding dalam 

pelaksanaan tertib Administrasi Pertanahan bagi Kantor Pertanah.an 

Kabupaten/ Kotamaclya eli elaerah lain. 

c. Dapat memberi sumbangan pemikiran bagaimana pelaksanaan tertib 

administrasi eli bielang per1anahan eli daerah guna perumusan kebijaksanaan 

yang lebih mengena pada masyarakat. 



A. Kesimpulan 

BAH VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Berdas arkan has il penelitian seperti yang telah dikernukakan pada bab 

yang terdahulu rnaka dapat diarnbil kesirnpulan sebagai berikut : 

1. Pelaksanaan lertib adrninistrasi pettanahan di kantor pettanahan kabupaten 

brebes belum dilaksanakan sepenuhnya, namun secara kriteria yang 

digunakan pelaksanaannya cukup baik, dengan perincian sebagai berikut 

untuk indikator Adrninistrasi lengkap dan rapi tingkat pelaksanaannya adalah 

sebesar 75,5% clengan kriteria cukup baik, untuk indikator Proseclur 

pelayanan cepat tingkat pelaksanaanya adalah sebesar 74,7% dengan kriteria 

cukup baik, untuk indikator Penyuluhan hukurn tentang aktivitas atas tanah 

tingkat pelaksanaanya adalah sebesar 7-l,8% dengan kriteria cukup baik dan 

untuk indikalor Surnbc:r claya manusia lingkal pelaksanaanya adalah sebesar 

74.4% dengan krikria cukup baik. 

Secar;1 k..:seluruhan dari berbagai rnacam indikalor y;mg merupakan 

bagian dari h:rtib administrasi pcrtanahan, pclasanaan tcrtib adrninistrasi eli 

[(anlor Perlanahan kabupalc:n 13reb-:s apa hila clirata-rala le1masuk clalarn 

kriteria cukup bail\ dcngan kat<� lain d<tpat disi.mpulkan bahwa tingkat 
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2. Kc:nclala-k�ndala yang dihadapi dalam melaksanakan Tertib Administrasi 

Pcrtanahan eli Kantor 1\.:rtanahan Kabupatcn Brebes berupa : 

a. Kurangnya sarana yang meliputi pcralatan ukur yang jumlalmya 

lcrbalas. 

b. Kurangnya kuantitas pegawai karena ajudikasi dan tugas belajar . 

B. Saran 

Agar pelaksanaan Tertib Administrasi Pertanahan clapat betjalan sebagai 

mana yang dil1arapkan maka perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut : 

l. Perlu aclanya pcnambahan tenaga kctja yang terampil clan cekatan sehingga 

clapat melaksanakan tugas yang cliberikan dengan penuh rasa tanggung jawab. 

2. Untuk menunjang tugas clan fungsi kantor pertanahan perlu penambahan 

sarana clan prasarana kantor yaitu penambahan peralatan ukur serta 

pemanfaatan komputer ticlak hanya untuk pengetikan laporan tetapi juga untuk 

kemuclahan pelayanan kepada masyarakat disamping itu perlu JUga 

penambahan ruangan kantor, untuk mendapatkan kondisi ruang ketja yang 

memaclai dalam arti penataan tuang kerja disesuaikan dengan jenis pekerjaan. 

3. Peningkatan penyuluhan mengenai pentingnya tancla bukti /sertifikat hak 

milik alas tanah agar masyarakat dapat dengan mudah memahami masalah 

pettanahan. 
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3. Peningkatan penyuluhan mengena1 pentingnya tanda bu1..'ti /sertifikat hak 

milik atas tanah agar masyarakat dapat dengan mudah memahami masalah 

pertanahan. 
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